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Abstrak: Kewenangan praperadilan terkandung dalam pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 

77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan 

praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian 

penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya 

dihentikan. Namun dalam praktiknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan Praperadilan yang 

diajukan diluar dari pada kewenangan praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Berdasarkan hal 

tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa latar belakang dibentuknya lembaga praperadilan? dan 

menganalisa unsur penemuan hukum dalam pertimbangan hakim tentang penetapan status tersangka atas 

putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka serta akibat hukum putusan praperadilan 

tentang tidak sahnya penetapan tersangka? Melalui metode normatif (studi pustaka), penulis menelaah 

berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek. Berdasarkan pembahasan dan 

fakta maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Latarbelakang dari terbentuknya lembaga Praperadilan adalah untuk 

melindungan hak-hak asasi tersangka yang mungkin terenggut oleh adanya suatu upaya paksa yang belum 

diakomodir dalam HIR terdahulu, 2. Unsur Penemuan Hukum dalam pertimbangan hukum atas putusan hakim 

praperadilan tidak didukung oleh teori hukum, asas-asas hukum, doktrin yang cukup untuk 

dipertanggungjawabkan secara ilmuah. Apalagi hal tersebut menyangkut hukum formiil (hukum acara) yang 

dinyatakan oleh banyak ahli pidana tidak boleh ditafsirkan secara progresif. 
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Abstract: The authority of pretrial proceedings is contained in Article 1 point 10 of the Indonesian Criminal 

Procedure Code (KUHAP) and is reinforced in Article 77 of KUHAP, which explicitly regulates the court’s 

authority to examine and decide on pretrial lawsuits regarding the legality of arrests, detentions, terminations 

of investigations, or terminations of prosecutions, as well as requests for compensation and/or rehabilitation 

for individuals whose cases are dismissed. However, in practice, judges also accept and grant pretrial 

lawsuits submitted beyond the scope of pretrial authority provided by law. Based on this, the study aims to 

understand the background behind the establishment of the pretrial institution and to analyze elements of 

legal discovery in judges’ considerations regarding the determination of suspect status in pretrial decisions 

on the invalidity of suspect designation, as well as the legal consequences of pretrial decisions on the 

invalidity of suspect designation. Using a normative method (library research), the author examines various 

library books, newspapers, and scientific works related to the research object. The data obtained is then 

processed and analyzed based on the problem formulation that has been set, with the hope of obtaining a 

clear and concrete picture of the object. Based on the discussion and facts, conclusions can be drawn: 1. The 

background to the formation of the Pretrial institution is to protect the basic rights of suspects who may be 

violated by coercive efforts that had not been accommodated in the previous HIR, 2. The legal considerations 

in the pretrial judge’s decision are not supported by legal theory, legal principles, or doctrines that are 

sufficient to be scientifically accounted for. Moreover, this concerns formal law (procedural law), which many 

criminal experts have stated should not be interpreted progressively.  
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PENDAHULUAN 

Penegakan hukum di Indonesia bagai pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bangsa 

ini. Hukum di Indonesia dinilai masih jauh dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memelihara 

keadilan, memberi kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masayarakat. Permasalahan penegakan 

hukum seringkali timbul saat terjadi kesenjangan antara hukum pada prakteknya (da sein) dan hukum 

seharusnya (da sollen).  Pembagian hukum berdasarkan isinya yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara pemerintah dengan warga negara (public law) dan hukum yang mengatur hubungan antara 

individu dengan individu (private law).  

Hukum pidana dalam hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (materieele 

strafrecht) dan hukum pidana formil (formeel strafrecht atau strafprocesrecht). Hukum acara pidana 

sebagai hukum pidana formil menentukan suatu tatanan proses beracara dalam perkara pidana sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum pidana. 

Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-

tidaknya mendekati kebenaran material. Kebeneran materil ialah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur 

dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna 

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah seseorang yang 

didakwakan dapat dipersalahkan. 

Proses peradilan pidana di Indonesia diawali dengan adanya penyelidikan, Pasal 1 angka 5 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengeritian penyidikan sebagai tindakan 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan 

dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mendahului penyidikan.     

Penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum diberikan kewenangan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, 

penahanan, penyitaan dan sebagainya. Upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik atau 

penuntut umum terhadap tersangka harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan 

hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehingga memberikan jaminan kepada tersangka atau 

terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat 

penegak hukum melalui lembaga praperadilan agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut 

sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena pada hakikatnya seorang tersangka juga 

memiliki hak asasi manusia dan melekatnya asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). 

Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan bahwa: 

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan 

wajib tidak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”    

 Untuk melindungi hak tersebut dalam proses peradilan pidana di Indonesia Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana mengakomodir hal tersebut melalui praperadilan. Pengertian 

praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

yaitu:  

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau 

keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi 

demi tegaknya hukum dan keadilan; 
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c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang 

perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.    

Keiweinaingain Praipeiraidilain yaing dibeirikain oleih undaing-undaing hainyai teirbaitais paidai aipai yaing 

diseibutkain di aitais. Keiweinaingain teirseibut keimudiain dipeirteigais dailaim Paisail 77 KUHAiP yaing 

seicairai jeilais meingaitur keiweinaingain peingaidilain meimeiriksai dain meimutus gugaitain praipeiraidilain 

teintaing saih aitaiu tidaiknyai peinaingkaipain, peinaihainain, peingheintiain peinyidikain, aitaiu peingheintiain 

peinuntutain, dain jugai peirmintaiain gainti keirugiain dain aitaiu reihaibilitaisi baigi seiseioraing yaing 

peirkairainyai diheintikain. Kaireinai keiweinaingain praipeiraidilain seicairai jeilais dain teigais diseibutkain dailaim 

KUHAiP seihinggai beirsifait limitaitif maikai upaiyai paiksai seilaiin hail-hail yaing diseibutkain dailaim Paisail 

77 KUHAiP seihairusnyai bukain seibaigaii objeik keiweinaingain Praipeiraidilain. 

Naimun dailaim praiktiknyai haikim jugai meineirimai dain meingaibulkain gugaitain Praipeiraidilain 

yaing diaijukain diluair dairi paidai keiweinaingain praipeiraidilain yaing teilaih dibeirikain undaing-undaing. 

Sairpin Rizaildi, haikim yaing meimimpin sidaing peirkairai praipeiraidilain yaing diaijukain oleih Komisairis 

Jeindeirail (Komjein) Budi Gunaiwain (BG), teilaih meinjaituhkain putusain di luair dairi paidai aipai yaing 

diaitur dailaim Paisail 1 aingkai 10 dain Paisail 77 KUHAiP. Dailaim putusainnyai, Haikim Sairpin Rizaildi 

teilaih meingaibulkain gugaitain Praipeiraidilain peineitaipain teirsaingkai Komjein BG aitais dugaiain korupsi 

yaing dikeiluairkain Komisi Peimbeiraintaisain Korupsi (KPK). Peineitaipain staitus teirsaingkait Komjein BG 

diainggaip tidaik seisuaii deingain proseidur hukum seihinggai diainggaip caicait yuridis. Seihinggai putusain 

teirseibut diainggaip sudaih seisuaii deingain tujuain dairi didirikainnyai leimbaigai Praipeiraidilain itu seindiri. 

Jikai peineitaipain staitus teirsaingkai yaing dijaidikain seibaigaii objeik dailaim Praipeiraidilain paidaihail 

teirseibut diluair dairi keiweinaingain objeik praipeiraidilain yaing diaitur dailaim KUHAiP. Baigimainai 

peineiraipain unsur peineimuain peirtimbaingain-peirtimbaingain haikim dailaim meimutus hail teirseibut?  

Beirdaisairkain keiaidaiain faiktai hukum teirseibut diaitais peinulis teirtairik meingkaiji, meimbaihais dain 

meilaikukain peineilitiain deingain judul “Ainailisis Unsur Peirtimbaingain Haikim Aitais Putusain Teintaing 

Peineitaipain Staitus Teirsaingkai Dailaim Praipeiraidilain” (Studi Kaisus Putusain No 

04/Pid.Praip/2015/Pn.Jkt.Seil.). 
 

MEiTODEi PEiNEiLITIAiN  

Meitodei peineilitiain yaing dipeirgunaikain dailaim peinulisain skripsi ini aidailaih meitodei peineilitiain 

hukum normaitif. Meitodei peineilitiain hukum normaitif aidailaih peinulisain yaing meinggunaikain baihain 

aitaiu daitai seikundeir. Daitai seikundeir aidailaih baihain aitaiu daitai yaing dipeiroleih dairi peineilitiain 

keipustaikaiain (librairy reiseiairch) beirtujuain untuk meindaipaitkain konseip-konseip, teiori-teiori dain 

informaisi-informaisi seirtai peimikirain konseiptuail dairi peineilitiain peindaihulu baiik beirupai peiraiturain 

peirundaing-undaingain dain kairyai ilmiaih laiinnyai.  Daitai seikundeir bisai meincaikup baihain hukum 

primeir, baihain hukum seikundeir dain baihain hukum teirsieir. 

Baihain hukum primeir, yaiitu baihain-baihain yaing meimpunyaii keikuaitain hukum meingikait di 

maisyairaikait yaing meincaikup, normai-normai aitaiu kaieidaih daisair, peiraiturain daisair, peiraiturain 

peirundaing-undaingain, baihain yaing dikodifikaisi, yurisprudeinsi, traiktait, dain baihain hukum 

peininggailain dairi maisai Beilaindai.  

Baihain hukum seikundeir, yaiitu baihain yaing meimbeirikain peinjeilaisain meingeinaii baihain hukum 

primeir, seipeirti raincaingain undaing-undaing, haisil peineilitiain, haisil kairyai dairi kailaingain hukum dain 

laiin seibaigaiinyai.  

Baihain hukum teirsieir, yaiitu baihain hukum yaing meimbeirikain peitunjuk maiupun peinjeilaisain 

teirhaidaip baihain hukum primeir dain seikundeir, contohnyai aidailaih kaimus, einsiklopeidiai dain 

seibaigaiinyai. 

  

HAiSIL DAiN PEiMBAiHAiSAiN 

A. Laitair Beilaikaing Laihirnyai Leimbaigai Praipeiraidilain  
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Hail peirtaimai yaing meimbuait peimbeintukain Leimbaigai Praipeiraidilain meinjaidi peinting kaireinai 
maisailaih peirlindungain haik aisaisi teirsaingkai. Teirdaipait peirbeidaiain-peirbeidaiain yaing fundaimeintail 
dailaim Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1981 teintaing Hukum Aicairai Pidainai aipaibilai dibaindingkain 
deingain HIR. Dailaim peinjeilaisain umum KUHAiP dijeilaiskain baihwai dibeintuknyai KUHAiP aidailaih 
seilairais deingain peimbaingunain hukum naisionail yaing beircirikain kodifikaisi dain unifikaisi beirdaisairkain 
Paincaisilai dain Undaing-Undaing Daisair 1945 yaing meineigaiskain baihwai neigairai Indoneisiai 
beirdaisairkain Hukum bukain seimaitai-maitai keikuaisaiain beilaikai .  

Keibeibaisain dain keimeirdeikaiain aidailaih suaitu haik istimeiwai dain hairus di peirtaihainkain oleih 
seitiaip wairgai neigairai. Jaiminain aikain haik-haik ini tidaiklaih daipait hainyai dibeirikain deingain kaitai-kaitai 
aitaiu jainji-jainji saijai naimun hairuslaih dituaingkain keidailaim suaitu beintuk peiraiturain peirundaing-
undaingain. Seihinggai dinyaitaikain keimbaili dailaim hail ini laihirnyai KUHAiP didaisairkain paidai duai 
ailaisain, yaiitu ailaisain untuk meinciptaikain suaitu keiteintuain yaing daipait meindukung teirseileinggairainnyai 
suaitu peiraidilain pidainai yaing aidil (faiir triail) dain ailaisain aidainyai urgeinsi untuk meinggaintikain produk 
hukum aicairai yaing beirsifait koloniailistik seibaigaiimainai yaing teircaintum dailaim Heirzieinei Inlaindsc 
Reigleimeint aitaiu HIR. Peidomain peilaiksainaiain KUHAiP meinjeilaiskain HIR seibaigaii produk dairi baidain 
leigislaitif koloniail beilum meimbeirikain jaiminain dain  peirlindungain yaing cukup teirhaidaip haik aisaisi 
mainusiai. Deingain peirtimbaingain teirseibut maikai KUHAiP seibaigaii produk hukum naisionail teilaih 
meirumuskain keiteintuain yaing leibih baiik dairi HIR.   

Keiteintuain-keiteintuain itu seipeirti dicaintumkainnyai peingaiturain teintaing haik-haik teirsaingkai dain 
teirdaikwai, aidainyai baintuain hukum paidai seimuai tingkaitain peimeiriksaiain, peirsyairaitain dain 
peimbaitaisain teirhaidaio upaiyai paiksai peinaingkaipain aitaiu peinaihainain, peingaijuain jeinis-jeinis upaiyai 
hukum yaing leibih leingkaip saimpaii deingain tingkait yaing pailing aikhir seirtai aidainyai beintuk 
peingaiwaisain peilaiksainaiain putusain meirupaikain hail-hai yaing seibeilumnnyai tidaik diaitur dailaim HIR.   

Disaimping peimikirain-peimikirain ingin meilaikukain peimbaihairuain meingeinaii haik-haik aisaisi 
mainusiai, maikai keiinginain-keiinginain untuk meilaikukain koreiksi teirhaidaip peilaiksainaiain hukum jugai 
meindaipait peirhaitiain teirseindiri, teirutaimai di bidaing proseis pidainai, baihwai peineigaikkain dain 
peilaiksainaiai hukum hairus meimeinuhi keibutuhain maisyairaikait dain peiraisaiain keiaidilain. Dailaim raingkai 
meilaiksainaikain peimbaihairuain teirhaidaip bidaing hukum aicairai pidainai, keimudiain beirkeimbaing 
peimikirain baihwai tindaikain koreiksi teirhaidaip peineigaik hukum seipeirti polisi, jaiksai dain laiin-laiin 
dailaim beintuk peineirtibain yaing meilaikukain peinyeileiweingain, peinyailaihgunaiai weiweinaing seirtai 
peirbuaitain-peirbuaitain laiin hairus dilaikukain seicairai maiksimail, aigair peineigaikain hukum beirlaingsung 
deingain teipait dain oleih kaireinainnyai diairaihkain keidailaim beintuk peingaiwaisain veirticail yaiitu “built in 
control” dain peingaiwaisain horizontail. Peilainggairain-peilainggairain haik aisaisi mainusiai leibih bainyaik 
teirjaidi kaireinai peinggunaiain keiuaisaiain yaing seiweinaing-weinaing dailaim hail ini aintairai laiin muncul 
dailaim beintuk peinaihainain-peinaihainain yaing tidaik teipait aitaiu “illeigail airreist”.  

Disaidairi baihwai dipeirlukain tindaikain-tindaikain teirteintu dimainai suaitu tindaikain aikain 
meilainggair haik aisaisi seiseioraing, yaikni tindaikain upaiyai paiksai yaing dipeirlukain baigi suaitu 
peinyidikain seihinggai daipait meinghaidaipkain seiseioraing keideipain peingaidilain kaireinai didaikwai teilaih 
meilaikukain tindaik pidainai, aikain teitaipi baigaiimainaipun jugai uaiyai paiksai yaing dilaiksainaikain teirseibut 
aikain meinuruti aiturain yaing teilaih diteinttukain dailaim undaing-undaing seihinggai baigi seioraing yaing 
disaingkai aitaiu didaikwai teilaih meilaikukain suaitu tindaik pidainai, meingeitaihui deingain jeilais haik-haik 
meireikai dain seijaiuh mainai weiweinaing dairi peitugais peineigaik hukum yaing aikain meilaiksainaikain upaiyai 
paiksai teirseibut, dimainai tindaikain teirseibut aikain meinguraingi haik aisaisinnyai.  

Seibaigaiimainai hukum yaing beirlaiku di Indoneisiai, Undaing-undaing Daisair 1945 seibaigaii sumbeir 
dairi seigailai sumbeir hukum yaing yaing beirlaiku teilaih meinjaimin aidainyai peingaikuain dain peirlindungain 
aitais haik aisaisi mainusiai. Sailaih saitu reiailisaisi aidainyai jaiminain peingaikuain dain peirlindungain haik aisaisi 
mainusiai teirceirmin paidai beibeiraipai paisail seipeirti yaing teirdaipait dailaim Undaing-undaing Nomor 4 
Taihun 2004 Teintaing Keikuaisaiain Keihaikimain. 
Paisail 7 

Tidaik seioraing pun daipait dikeinaikain peinaingkaipain, peinaihainain, peinggeileidaihain, dain 
peinyitaiain, seilaiin aitais peirintaih teirtulis oleih keikuaisaiain yaing teilaih saih dailaim hail ini meinurut cairai-
cairai yaing diaitur deingain undaing-undaing.   
Paisail 8  
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Seitiaip oraing yaing disaingkai, ditaingkaip, ditaihain, dituntut dain/aitaiu dihaidaipkain di deipain 
peingaidilain, waijib diainggaip tidaik beirsailaih seibeilum aidainyai putusain peingaidilain, yaing dinyaitaikain 
keisailaihainnyai dain meimpeiroleih keikuaitain hukum teitaip.  
Paisail 9 
1) Seitiaip oraing yaing ditaingkaip, ditaihain, dituntut, aitaiu diaidili tainpai ailaisain beirdaisairkain undaing-

undaing aitaiu kaireinai keikeiliruain meingeinaii oraingnyai aitaiu hukum yaing diteiraipkainnyai, beirhaik 
meinuntuk gainti keirugiain dain reihaibilitaisi. 

2) Peijaibait yaing deingain seingaijai meilaikukain peirbuaitain seibaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) 
dipidainai. 

3) Keiteintuain meingeinaii taitai cairai peinuntutain gainti keirugiain, reihaibilitaisi dain peimbeibainain gainti 
keirugiain diaitur dailaim undaing-undaing.   

Aisais-aisais hukum aicairai pidainai seibaigaiimainai diaitur dailaim Undaing-undaing Nomor 4 Taihun 
2004 teirsirait jugai dailaim Undaing-undaing Nomor 8 Taihun 1981. Aipairait peineigaik hukum dailaim 
meinjailainkain tugaisnyai untuk keipeintingain peimeiriksaiain aicairai pidainai, oleih undaing-undaing dibeiri 
keiweinaingain untuk meilaikukain tindaikain-tindaikain beirupai upaiyai paiksai yaing paidai prinsipnyai 
meirupaikain peinguraingain-peinguraingain haik aisaisi mainusiai. Upaiyai paiksai teirseibut meintaiaiti 
keiteintuain yaing teilaih diteitaipkain oleih peiraiturain peirundaing-undaingain seihinggai seiseioraing yaing 
disainkai aitaiu didaikwai teilaih meilaikukain tindaik pidainai meingeitaihui deingain jeilais haik-haik meireikai 
dain seijaiuh mainai weiweinaing dairi pairai peitugais peineigaik hukum yaing aikain meilaiksainaikain upaiyai 
paiksai teirseibut.  

Seioraing aipairait peineigaik hukum dailaim meinjailainkain keiwaijibainnyai seibaigaii peineigaik hukum 
tidaik teirleipais dairi keimungkinain untuk beirbuait tidaik seisuaii deingain keiteintuain undaing-undaing yaing 
beirlaiku, seihinggai peirbuaitain yaing dilaikukain deingain tujuain untuk keipeintingain peimeiriksaiain deimi 
teirciptainyai keiaidilain dain keiteirtibain maisyairaikait justru meingaikibaitkain keirugiain baigi teirsaingkai, 
keiluairgai teirsaingkai, aitaiu pihaik keitigai yaing beirkeipeintingain. Oleih kaireinai itu, untuk meinjaimin 
peirlindungain teirhaidaip haik aisaisi mainusiai dain aigair aipairaitur neigairai meinjailainkain tugaisnyai seisuaii 
deingain peiraiturain peirundaing-undaingain maikai KUHAiP meingaitur suaitu leimbaigai yaing dinaimaikain 
praipeiraidilain. 

Laihirnyai leimbaigai praipeiraidilain ini jugai dikaireinaikain aidainyai dorongain baihwai teirdaipait 
peingaiwaisain dain peinilaiiain upaiyai paiksai yaing meinjaimin haik aisaisi mainusiai didailaim HIR, yaing 
dibeintuk deingain beirorieintaisi aitais keikuaisaiain paidai zaimain peinjaijaihain koloniail Beilaindai. 
Praipeiraidilain, paidai prinsipnyai beirtujuain untk meilaikukain peingaiwaisain horizontail aitais seigailai 
tindaikain upaiyai paiksai yaing dilaikukain aipairait peineigaik hukum untuk keipeintingain peimeiriksaiain 
peirkairai pidainai aigair beinair-beinair tindaikain teirseibut tidaik beirteintaingain deingain peiraiturain hukum 
dain peirundaing-undaingain, disaimping aidainyai peingaiwaisain inteirn dailaim peiraingkait aipairait itu 
seindiri. Haidirnyai praipeiraidilain bukain meirupaikain leimbaigai peiraidilain seindiri, teitaipi hainyai 
meirupaikain peimbeiriain weiweinaing dain fungsi bairu yaing dilimpaihkain KUHAiP keipaidai seitiaip 
peingaidilain neigeiri yaing teilaih aidai seilaimai ini.   
B. Peirtimbaingain Haikim teintaing Peineimuain Hukum (Reichtvinding) 

---Meinimbaing, baihwai lairaingain baigi Haikim meinolaik untuk meimeiriksai, meingaidili dain 
meimutus suaitu peirkairai deingain dailih aitaiu ailaisain baihwai hukumnyai tidaik aidai, teintunyai meilaihirkain 
keiweinaingain yaing dibeirikain keipaidai Haikim untuk meineitaipkain hukum yaing seimulai hukumnyai 
tidaik aidai meinjaidi aidai aitaiu yaing seimulai hukumnyai kuraing jeilais meinjaidi jeilais ;---   

---Meinimbaing, baihwai keiweinaingain Haikim untuk meineitaipkain hukum yaing seimulai 
hukumnyai tidaik aidai meinjaidi aidai, dilaikukain deingain meinggunaikain meitodei peineimuain hukum 
(reicht finding), yaing jikai dikaiji seicairai ilmiaih (keiilmuain) dain seicairai yuridis hairus daipait 
dipeirtainggungjaiwaibkain ;---    

---Meinimbaing, baihwai keiweinaingain Haikim untuk meineitaipkain hukum yaing seimulai 
hukumnyai tidaik jeilais meinjaidi jeilais dilaikukain deingain meinggunaikain dain meineiraipkain meitodei 
peinaifsirain (inteirpreistaisi)”---   

Peineimuain hukum aidailaih proseis peimbeintukain hukum oleih haikim, aitaiu aipairait hukum laiinnyai 
yaing ditugaiskain untuk peineiraipain peiraiturain hukum umum paidai peiristiwai hukum konkrit. Leibih 
lainjut daipait dikaitaikain baihwai peineimuain hukum aidailaih proseis konkreitisaisi aitaiu individuailisaisi 
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peiraiturain hukum (dais sollein) yaing beirsifait umum deingain meingingait aikain peiristiwai konkrit (dais 
seiin) teirteintu.  Dailaim kondisi undaing-undaing tidaik jeilais aitaiu tidaik leingkaip meingaitur, haikim 
seibaigaii peilaiksainai undaing-undaing waijib meinggaili, meingikuti dain meimaihaimi nilaii-nilaii hukum 
dain raisai keiaidilain yaing hidup dailaim maisyairaikait.  

Paidai haikikaitnyai, peineimuain hukum oleih haikim meirupaikain tindaikain untuk meinyiaisaiti 
keiseinjaingain yaing teirjaidi aintairai hukum yaing aidai di aitais keirtais (laiw in thei books) dain hukum yaing 
hidup dailaim keinyaitaiain aitaiu yaing hidup dailaim maisyairaikait (laiw in aiction, thei living laiw) 
Peineimuain hukum oleih haikim seisungguhnyai meirupaikain sailaih saitu instrumein yaing digunaikain oleih 
haikim untuk tidaik hainyai seikeidair meineiraipkain maiksud dain bunyi peiraiturain peirundaing-undaingain 
deingain kuailifikaisi peiristiwai aitaiu kaisus konkritnyai (peineimuain hukum dailaim airti seimpit), teitaipi 
jugai untuk meingisi keikosongain hukum (reichtsvaicuum) aitaiu meinaifsirkain suaitu kaiidaih peiraiturain 
peirundaing-undaingain yaing tidaik aitaiu kuraing jeilais yaikni deingain cairai meimpeirluais maiknai suaitu 
keiteintuain undaing-undaing (peineimuain hukum dailaim airti luais), meilailui duai meitodei peineimuain 
hukum, yaiitu meitodei peinaifsirain hukum dain meitodei konstruksi hukum.  

Meitodei peinaifsirain hukum aidailaih peinaifsirain peirkaitaiain dailaim undaing-undaing teitaipi teitaip 
beirpeigaing paidai kaitai-kaitai/bunyi peiraiturainnyai, seidaingkain meitodei konstruksi hukum aidailaih 
peinailairain logis untuk meingeimbaingkain suaitu keiteintuain dailaim undaing-undaing yaing tidaik laigi 
beirpeigaing paidai kaitai-kaitainyai, teitaipi teitaip hairus meimpeirhaitikain hukum seibaigaii suaitu sisteim. Aigair 
proseis peineimuain hukum oleih haikim dailaim meinghaisilkain putusain yaing beirkuailitais yaing paidai 
ujungnyai meimeinuhi raisai keiaidilain baigi maisyairaikait, maikai keimaimpuain meimilih meitodei peineimuain 
hukum yaing teipait dain jeinis peineimuain hukum mainai dairi keiduai meitodei teirseibut yaing aikain 
digunaikain hairus dikuaisaii seicairai baiik oleih seioraing haikim. 

Seihinggai beirdaisairkain peirtimbaingain haikim praipeiraidilain di aitais, peinulis kuraing seipeindaipait 
meingingait peimilihain meitodei peinaifsirain meingindikaisikain baihwai haikim beirpaindaingain baihwai 
peingaiturain maisailaih saih aitaiu tidaiknyai peineitaipain teirsaingkai dailaim KUHAiP dain peiraiturain 
peirundaing-undaingain pidainai laiin beilum aitaiu tidaik jeilais, seihinggai dipeirlukain inteirpreitaisi aitaiu 
peinaifsirain teirhaidaip keiteintuain yaing aidai gunai meimpeirjeilais aipaikaih keiaibsaihain peineitaipain 
teirsaingkai teirmaisuk dailaim weiweinaing praipeiraidilain yaing diaitur dailaim hukum positif di Indoneisiai. 
Ailaisain ini teintu seijailain deingain tujuain digunaikainnyai inteirpreitaisi aitaiu peinaifsirain dailaim peineimuain 
hukum, yaiitu untuk meinaifsirkain peirkaitaiain dailaim undaing-undaing deingain teitaip beirpeigaing paidai 
kaitai-kaitai/bunyi peiraiturainnyai, mainaikailai suaitu peiristiwai konkrit tidaik seicairai jeilais dain teigais diainut 
aitaiu diaitur dailaim suaitu peiraiturain peirundaing-undaingain. Naimun ailaisain digunaikainnyai inteirpreitaisi 
aitaiu peinaifsirain oleih haikim praipeiraidilain ini beirteintaingain deingain peitimbaingain hukum seibeilumnyai 
yaing meinyaitaikain : 

---Meinimbaing, baihwai dairi rumusain peingeirtiain Paisail 1 aingkai 10 jo. Paisail 77 jo. Paisail 82 
aiyait (1) jo. Paisail 95 aiyait (1) dain aiyait (2) KUHAiP teirseibut daipait dikeitaihui deingain jeilais baihwai 
‘saih aitaiu tidaiknyai peineitaipain teirsaingkai’ tidaik teirmaisuk objeik praipeiraidilain, kaireinai hail itu tidaik 
diaitur;---    

---Meinimbaing, baihwai deimikiain pulai hailnyai deingain seigailai keiteintuain peiraiturain peirundaing-
undaingain pidainai khusus yaing beirlaiku seibaigaii hukum positif di Indoneisiai jugai tidaik aidai 
diteimukain aiturain yaing meingaitur kailaiu peingujiain teintaing ‘saih aitaiu tidaiknyai peineitaipain teirsaingkai’ 
meinjaidi objeik praipeiraidilain”---   

Aipaibilai peirtimbaingain hukum ini dijaidikain ailaisain, maikai meitodei peineimuain hukum yaing 
seihairusnyai dipilih oleih haikim praipeiraidilain aidailaih meitodei konstruksi, bukain meitodei inteirpreitaisi 
aitaiu peinaifsirain. Peirtimbaingain hukum yaing beirtolaik beilaikaing deingain peirtimbaingain hukum yaing 
meindaisairi peimilihain meitodei peinaifsirain aitaiu inteirpreitaisi ini meinunjukkain keitidaikjeilaisain sikaip 
haikim praipeiraidilain, aipaikaih meinurutnyai KUHAiP dain peiraiturain peirundaing-undaingain pidainai laiin 
yaing beirlaiku saiait ini “tidaik meingaitur” aitaiu “sudaih meingaitur, taipi beilum cukup jeilais”. KUHAiP 
dain peiraiturain peirundaing-undaingain pidainai laiin yaing aidai seikairaing beilum aitaiu tidaik meingaitur 
peirihail keiaibsaihain peineitaipain teirsaingkai seibaigaii weiweinaing praipeiraidilain, seihinggai bilai maiu 
meilaikukain peineimuain hukum, maikai meitodei yaing pailing teipait untuk meingisi keikosongain hukum 
aitaiu keitidaik leingkaipain undaing-undaing yaing hairus di isi aitaiu dileingkaipi oleih haikim ini aidailaih 
meitodei konstruksi hukum. Meilailui meitodei airgumeintum ai’contrairio seibaigaii sailaih saitu dairi meitodei 
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konstruksi hukum , maikai hainyai hail -hail yaing teilaih diteitaipkain seicairai limitaitif dailaim Paisail 1 aingkai 
10, Paisail 77 saimpaii Paisail 82, dain Paisail 95 saimpaii Paisail 97 KUHAiP saijailaih yaing daipait 
dimohonkain Praipeiraidilain, seidaingkain peiristiwai aitaiu hail-hail yaing tidaik diaitur dailaim hail ini saih 
aitaiu tidaiknyai peineitaipain teirsaingkai, beirlaiku seibailiknyai ailiais tidaik daipait dimohonkain Praipeiraidilain 
kaireinai hail-hail yaing tidaik diaitur teirseibut bukain meirupaikain obyeik Praipeiraidilain. 

Di saimping peinggunaiain meitodei peineimuain hukum yaing keiliru, airgumeintaisi yuridis haikim 
praipeiraidilain dailaim meinggunaikain peinaifsirain eiksteinsif seibaigaii sailaih saitu dairi jeinis peinaifsirain 
deingain meinyaitaikain : 

---Meinimbaing, baihwai seigailai tindaikain Peinyidik dailaim proseis peinyidikain dain seigailai 
tindaikain Peinuntut Umum dailaim proseis peinuntutain yaing beilum diaitur dailaim paisail 77 jo. paisail 82 
aiyait (1) jo. paisail 95 aiyait (1) dain aiyait (2) KUHAiP, diteitaipkain meinjaidi objeik praipeiraidilain dain 
leimbaigai hukum yaing beirweinaing meinguji keiaibsaihain seigailai tindaikain Peinyidik dailaim proseis 
peinyidikain dain seigailai tindaikain Peinuntut Umum dailaim proseis peinuntutain aidailaih Leimbaigai 
Praipeiraidilain ; ---  

---Meinimbaing, baihwai teirkaiit laingsung deingain peirmohonain Peimohon, kaireinai “Peineitaipain 
Teirsaingkai” meirupaikain baigiain dairi raingkaiiain tindaikain Peinyidik dailaim proseis peinyidikain, maikai 
leimbaigai hukum yaing beirweinaing meinguji dain meinilaii keiaibsaihain “Peineitaipain Teirsaingkai” aidailaih 
Leimbaigai Praipeiraidilain”---   

Airgumeintaisi teirseibut saimai seikaili tidaik jeilais. Haikim praipeiraidilain saimai seikaili tidaik 
meingeimukaikain airgumeintaisi dain ailaisain-ailaisain yaing logis seihinggai beirkeisimpulain baihwai seigailai 
tindaikain peinyidik dain peinuntut umum teirmaisuk peineitaipain teirsaingkai meirupaikain obyeik 
praipeiraidilain. 

Meimaisukkain seigailai tindaikain peinyidik dain peinuntut umum meinjaidi objeik praipeiraidilain aikain 
meimunculkain bainyaik peirtainyaiain. Misailnyai aipaikaih tindaikain peinyidik seipeirti meineirimai laiporain 
aitaiu peingaiduain dairi seiseioraing teintaing aidainyai tindaik pidainai aitaiu meingaidaikain tindaikain laiin 
meinurut hukum yaing beirtainggung jaiwaib seibaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 7 aiyait (1) KUHAiP dain 
tindaikain peinuntut umum seipeirti meingaidaikain tindaikain laiin dailaim lingkup tugais dain tainggung 
jaiwaib seibaigaii peinuntut umum meinurut keiteintuain undaing-undaing dain meilaiksainaikain putusain 
peineitaipain haikim seibaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 14 KUHAiP meirupaikain objeik praipeiraidilain dain 
daipait diaijukain gugaitain ?  

Paidaihail meinurut yaihyai hairaihaip, tujuain yaing ingin dicaipaii oleih praipeiraidilain aidailaih untuk 
meilaikukain peingaiwaisain horizontail teirhaidaip tindaikain upaiyai paiksai yaing dilaikukain oleih peinyidik 
dain peinuntut umum teirhaidaip teirsaingkai maiupun teirdaikwai supaiyai tindaikain teirseibut tidaik 
beirteintaingain deingain keiteintuain hukum dain undaing-undaing. 

Leibih jaiuh, dailaim putusain praipeiraidilain ini, Paisail 77 KUHAiP teilaih meindaipait peirluaisain 
maiknai seihinggai seiolaih-olaih seikairaing bisai dibaicai “peingaidilain neigeiri beirweinaing untuk meimeiriksai 
dain meimutus, seisuaii deingain keiteintuain yaing diaitur dailaim undaing-undaing ini teintaing :  
a. Saih aitaiu tidaiknyai peinaingkaipain, peinaihainain, peineitaipain teirsaingkai, peingheintiain peinyidikain aitaiu 

peingheintiain peinuntutain;  
b. Gainti keirugiain dain aitaiu reihaibilitaisi baigi seioraing yaing peirkairai pidainainyai diheintikain paidai 

tingkait peinyidikain aitaiu peinuntutain”.    
Aipaikaih hail teirseibut daipait dikaiteigorikain inteirpreitaisi hukum aitaiu konstruksi hukum. Aipaibilai 

haikim praipeiraidilain ingin meilaikukain peinaifsirain yaing meimpeirluais maiknai (peinaifsirain eiksteinsif), iai 
hairus beirpeigaing keipaidai peirluaisain maiknai aitais duai kaitai peinting : peinaingkaipain dain/aitaiu 
peinaihainain. Aipaikaih “peineitaipain teirsaingkai” meirupaikain klaisifikaisi yaing saimai deingain 
peinaingkaipain dain/aitaiu peinaihainain? “peineitaipain teirsaingkai aidailaih proseis yaing seibeilum seiseioraing 
dikeinaikain upaiyai paiksai. “peineitaipain teirsaingkai tidaik bisai dikaiteigorikain seibaigaii upaiyai paiksai, 
dikaireinaikain dailaim peineitaipain teirsaingkai, seiseioraing beilum dikuraingi “haik keimeirdeikaiain dain haik 
keibeibaisainnyai aitais hairtai beindai.  

Deingain peirkaitaiain laiin, seioraing peinaifsir tidaik daipait meinggunaikain peinaifsirain eiksteinsif dairi 
kaitai peinaingkaipain dain/aitaiu peinaihainain untuk keimudiain saimpaii paidai keisimpulain baihwai dairi 
keiduai kaitai itu bisai dimunculkain kaitai “peineitaipain teirsaingkai”. Raisio dairi Paisail 77 huruf ai meinjaidi 
keihilaingain maiknai jikai kaitai “peineitaipain teirsaingkai” disaindingkain seibaigaii peirluaisain maiknai dairi 
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kaitai-kaitai “peinaingkaipain, peinaihainain”. Ailaisainnyai aidailaih kaireinai spirit dairi Paisail 77 KUHAiP 
aidailaih untuk meimbeir haik baigi seiseioraing yaing tidaik beirsailaih naimun sudaih teirlainjur dipeirlaikukain 
tidaik aidil aikibait tindaikain peinyidik yaing tidaik profeisionail, yaiitu :  
1. Sailaih meinaingkaip oraing, dain/aitaiu  
2. Sailaih meinaihain oraing.  

Dailaim kaisus Budi Gunaiwain, jeilais tidaik aidai indikaisi aidainyai duai tindaikain tidaik profeissionail 
teirseibut teilaih dilaikukain oleih peinyidik KPK. Kondisi beirikutnyai aidailaih soail peingheintiain 
peinyidikain aitaiu peingheintiain peinuntutain. Hail ini beirbeidai deingain kondisi peirtaimai (peinaingkaipain 
dain peinaihainain). Jikai paidai kondisi peirtaimai, yaing meiraisai dipeirlaikukain tidaik aidil aidailaih oraing 
yaing didugai seibaigaii peilaiku tindaik pidainai, yaing keimudiain ditaingkaip dain/aitaiu ditaihain seicairai tidaik 
saih. Seibailiknyai paidai kondisi keiduai, yaing meiraisai dipeirlaikukain tidaik aidil aidailaih si peilaipor tindaik 
pidainai itu (saiksi korbain). Dailaim konteiks ini, jeilais kaisus yaing meinimpai Budi Gunaiwain tidaik 
reileivain untuk dikaiitkain deingain kondisi teirseibut.  

Beirdaisairkain ainailisis di aitais, maikai “peineimuain hukum” oleih haikim praipeiraidilain yaing 

meimaisukkain peineitaipain teirsaingkai seibaigaii baigiain dairi objeik yaing daipait diproseis meinurut 

keiteintuain Paisail 77 huruf ai KUHAiP aidailaih seibuaih keikeiliruain. Kailaiupun hail ini dilaikukain, beirairti 

haikim sudaih meilaikukain konstruksi, meinaimbaihkain unsur objeik normai bairu di dailaim raingkaiiain 

Paisail 77 huruf ai KUHAiP. Seimeintairai, peinaimbaihain teirseibut justru beirteintaingain deingain raisio yaing 

dibaingun oleih rumusain paisail 77 KUHAiP. 

 

KEiSIMPULAiN  

Dairi haisil peineilitiain dain peineilaiaihain yaing dipaipairkain daipait disaimpaiikain suaitu keisimpulain 

teirhaidaip haisil peineilitiain yaing dilaikukain oleih peineiliti. Meilailui ainailisis dain peimbaihaisain yaing 

dilaikukain oleih peinulis seihinggai daipait ditairik keisimpulain seibaigaii beirikut:  

1. Laitairbeilaikaing dairi teirbeintuknyai leimbaigai Praipeiraidilain aidailaih untuk meilindungain haik-haik 

aisaisi teirsaingkai yaing mungkin teireinggut oleih aidainyai suaitu upaiyai paiksai, kaireinai dailaim HIR 

yaing seibaigaii produk dairi baidain leigislaitif koloniail diraisaikain beilum meimbeirikain jaiminain dain 

peirlindungain yaing cukup teirhaidaip haik aisaisi mainusiai. Deingain peirtimbaingain teirseibut maikai 

KUHAiP seibaigaii produk hukum naisionail teilaih meirumuskain keiteintuain yaing leibih baiik dairi HIR 

teintaing peirlindungain haik aisaisi teirsaingkai. 

2. Baihwai peirtimbaingain hukum dailaim putusain haikim praipeiraidilain tidaik didukung oleih teiori 

hukum, aisais-aisais hukum, doktrin yaing cukup untuk dipeirtainggungjaiwaibkain seicairai ilmuaih. 

Haikim hainyai meimpeirtimbaingkain hail-hail yaing meimpeirboleihkain untuk meilaikukain peineimuain 

hukum. Paidaihail, tidaik boleih aidai peineimuain hukum jikai aiturainnyai sudaih jeilais paidai objeik 

peirkairai yaing dipeiriksai. Aipailaigi hail teirseibut meinyaingkut hukum formiil (hukum aicairai) yaing 

dinyaitaikain oleih bainyaik aihli pidainai tidaik boleih ditaifsirkain seicairai progreisif. Kaireinai hukum 

formiil hainyai meingaitur taitaicairai meilaiksainaikain proseis hukum yaing meilainggair hukum maiteiriil. 
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